WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA
»
KEPUTUSAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 100.3.3.3 —?' TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DI KOTA GUNUNGSITOLI

TAHUN PELAJARAN 2026/2027

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat
(1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan
Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem
Penerimaan Murid Baru, perlu ditetapkan Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru
jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan
Sekolah Menengah Pertama di Kota Gunungsitoli
dengan Keputusan Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama di Kota Gunungsitoli Tahun
Ajaran 2026/2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4931);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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12.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan
Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem
Penerimaan Murid Baru;

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan
Menengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar
Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini,
Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan
Menengah;

Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan
Menengah Nomor 14 Tahun 2026 tentang Petunjuk
Teknis Mekanisme  Verifikasi dan  Validasi
Penetapan Jumlah Murid Per Rombongan Belajar
dan Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan
Pendidikan dengan Kondisi Pengecualian;
Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota
Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 9
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 58 Tahun
2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid
Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan
Sekolah Menengah Pertama di Kota Gunungsitoli
Tahun Ajaran 2026/2027, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU, merupakan pedoman kepada Pemerintah
Daerah, masyarakat dan satuan pendidikan Se-Kota
Gunungsitoli jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah
Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam
pelaksanaan penerimaan siswa baru Tahun Ajaran
2026/2027.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran
2026 sebagaimana tercantum dalam = Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kota
Gunungsitoli.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 2§ Tdorwan 2026

/ \/\lj_[\\ﬂ , QTA GUNUNGSITOLI,

Tembusan, Yth:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI

c.q. Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara;

Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli;

Inspektur Kota Gunungsitoli;

Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;

Pengawas Sekolah Jenjang SD dan SMP Se-Kota Gunungsitoli;
Kepala UPTD Satuan Pendidikan/Kepala Sekolah SD dan
SMP se-Kota Gunungsitoli.

U Ll
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LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 100.3.3.3 - }| TAHUN 2026

TANGGAL : 24 Fdowan 2026

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN SISTEM

PENERIMAAN MURID BARU
JENJANG TAMAN KANAK-
KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DI KOTA
GUNUNGSITOLI TAHUN
AJARAN 2026/2027

KETENTUAN UMUM

1. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB
adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang
saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang
bermutu bagi semua, mengacu dan berpedoman kepada
Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3
Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.

2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan
informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

3. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

4, Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh masyarakat.

5. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur yang
terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan tinggi.

6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah
salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur
pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan
bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu
bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan
pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan
dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat
atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.

9. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat
Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola
oleh Kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan
memeriksa data satuan pendidikan, murid, pendidik dan tenaga
kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan,
dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.

10.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

11.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

12.Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya
disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan
menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di
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IL.

bidang pendidikan.

13.Dinas Pendidikan adalah organisasi perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di
daerah sesuai kewenangannya.

14.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya
disebut Dinas Dukcapil, adalah organisasi perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan
dan pencatatan sipil di daerah sesuai kewenangannya.

15.Dinas Sosial adalah organisasi perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di
daerah sesuai kewenangannya.

16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan
pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang
merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

17.Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang
tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD dan SMP.

18.Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang
diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah
penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

19.Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang
diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga
ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.

20.Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang
diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang
akademik dan/atau nonakademik.

21.Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang
diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena
perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang
mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.

PERSYARATAN PENERIMAAN MURID BARU

(1) Calon Murid harus memenuhi persyaratan penerimaan murid baru.

(2) Persyaratan penerimaan murid baru terdiri atas:
a. persyaratan umum :
1. Persyaratan umum calon Murid baru terdiri atas:
a. batas usia; dan/atau

b. telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya.

Persyaratan umum bagi calon Murid pada TK harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi S
(ima) tahun untuk kelompok A; dan
b. berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6
(enam) tahun untuk kelompok B.
Persyaratan umum bagi calon Murid pada kelas 1 (satu) SD
harus memenuhi ketentuan berusia 7 (tujuh) tahun pada
tanggal 1 Juli 2025.
2. Calon Murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal
1 Juli 2025 dapat mendaftar SPMB kelas 1 (satu) SD.
3.Ketentuan wusia paling rendah 6 (enam) tahun dapat
dikecualikan menjadi paling rendah S (lima) tahun 6 (enam)
bulan pada tanggal 1 Juli 2025 bagi calon Murid yang
memiliki:
a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
b. kesiapan psikis.
4.Calon Murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan
dalam penerimaan Murid baru pada kelas 1 (satu) SD.
5.Calon Murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk
mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung,
dan/atau bentuk tes lain.

y
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Calon Murid yang memiliki kecerdasan  dan/atau bakat
istimewa  dan  kesiapan psikis  dibuktikan  dengan
rekomendasi tertulis dari psikolog profesional,

. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedin, rekomendasi

dapat dilakukan oleh dewan guru pada Satuan Pendidikan
yvang bersangkutan.

Persyaratan umum bagi calon Murid pada kelas 7 (tujuh)
SMP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1
Juli 2025; dan

b. telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat.

. Persyaratan telah menyelesaikan Satuan Pendidikan pada

Jjenjang sebelumnya, dibuktikan dengan:

a. ijjazah; atau

b. surat keterangan lulus.

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk

calon Murid:

a. penyandang disabilitas;

b. pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan layanan khusus; dan/atau

c. pada Satuan Pendidikan yang berada di daerah tertinggal,
terdepan, dan terluar.

b. Persyaratan khusus:

1.

Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan

pendaftaran pada Jalur Domisili harus memiliki kartu

keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun

sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

Nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada kartu

keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang

tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta

kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.

Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid terdapat

perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika

orang tua/wali calon Murid:

a. meninggal dunia;

b. bercerai; atau

c. kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah,
sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.

Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia atau

bercerai dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai

yang diterbitkan oleh instansi berwenang.

Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon Murid

karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat

keterangan domisili.

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada poin S meliputi:

a. bencana alam; dan/atau

b. bencana sosial.

Surat keterangan domisili diterbitkan oleh pihak yang

berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau

pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili

calon Murid.

Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:

a. calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun
sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan

b. jenis bencana yang dialami.
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9. Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam
kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena
perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat
digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.

10.Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena
perpindahan domisili dapat berupa:

a. penambahan anggota keluarga, selain calon Murid;

b. pengurangananggota keluarga akibat meninggal dunia atau
pindah; atau

c. kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.

11.Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu
keluarga harus disertakan:

a. kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang
mengalami perubahan data atau rusak; atau

b. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara
Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.

12.Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi
dengan Dinas Dukcapil dalam melakukan verifikasi dan
validasi data dalam kartu keluarga calon Murid.

13.Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid
yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus
memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan
keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah.

14.Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid
penyandang disabilitas harus memiliki:

a. kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sosial; atau

b. surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.

15.Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga
ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud berdasarkan
data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

16.Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga
ekonomi tidak mampu tidak dapat berupa kartu
keikutsertaan  program jaminan kesehatan nasional
dan/atau surat keterangan tidak mampu.

17.Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan
pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi yang
telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan
SPMB atau dikurasi oleh Kementerian.

18.Prestasi sebagaimana dimaksud terdiri atas:

a. prestasi akademik dapat berupa:

1) nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir; atau

2) prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi,
dan/atau bidang akademik lainnya.

b. Prestasi non akademik dapat berupa:

1) pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam
organisasi siswa intra sekolah dan organisasi
kepanduan di Satuan Pendidikan; atau

2) prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga,
dan/atau bidang nonakademik lainnya.

19.Ketentuan  kurasi  dikecualikan untuk nilai rapor
sebagaimana dimaksud dan pengalaman kepengurusan
sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan
organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan.
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20.Dalam hal prestasi belum divalidasi oleh Pemerintah Daerah
atau dikurasi oleh Kementerian, pemangku kepentingan
dapat mengajukan usulan kepada:

a. Pemerintah Daerah; atau

b. unit kerja di Kementerian yang membidangi talenta dan
prestasi, sesuai kewenangan paling lambat dilakukan
bulan April pada tahun berjalan.

21.Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud terdiri atas:

a. calon Murid;

b. penyelenggara lomba;

c. Satuan Pendidikan penyelenggara SPMB; dan

d. pihak lain yang berkepentingan.

22.Selain menggunakan prestasi, Pemerintah Daerah dapat
menambahkan hasil tes terstandar yang diselenggarakan
oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

23.Prestasi sebagaimana dimaksud dalam butir 18 dibuktikan
dengan:

a. rapor yang disertai dengan surat keterangan peringkat
nilai rapor Murid dari Satuan Pendidikan asal;

b. sertifikat/piagam prestasi;

c. dokumen penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan;
dan/atau

d. dokumen lain terkait prestasi.

Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud, diterbitkan paling

lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan

Murid baru.

24.Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada butir 23
diberi bobot sebagai berikut:

a. untuk rapor ditetapkan berdasarkan rata-rata nilai
tertinggi dari mata pelajaran matematika, ilmu
pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, pendidikan
kewarganegaan dan bahasa Indonesia;

b. pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam
organisasi kesiswaan di Satuan Pendidikan diberi bobot
nilai 1 (satu);

c. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau
bidang akademik lainnya berdasarkan:

1) tingkat kabupaten/kota = 1 (satu),

2) tingkat provinsi = 2 (dua),

3) tingkat nasional = 3 (tiga), dan

4) tingkat internasional = 4 (empat); dan

d. prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga,
dan/atau prestasi bidang nonakademik lainnya
berdasarkan
1) tingkat kabupaten/kota = 1 (satu),

2) tingkat provinsi = 2 (dua),
3) tingkat nasional = 3 (tiga), dan
4) tingkat internasional = 4 (empat)

1ll. KRITERIA JALUR PENERIMAAN MURID BARU

1.

2

Penerimaan Murid baru untuk SD dan SMP dilaksanakan
melalui jalur penerimaan Murid baru.

Jalur penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud pada butir 1
meliputi:

a. Jalur Domisili;

b. Jalur Afirmasi;

c. Jalur Prestasi; dan

d. Jalur Mutasi.

Jalur Prestasi dikecualikan untuk SD.
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4, Jalur penerimaan Murid baru sebagaimana dimaksud dikecualikan

untuk:

a. Satuan Pendidikan kerja sama;

b. Satuan Pendidikan Indonesia di luar negeri;

c. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;

d. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan
khusus;

e. Satuan Pendidikan berasrama;

f. Satuan Pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar;

dan
g. Satuan Pendidikan di daerah yang jumlah penduduk usia
sekolah kurang dari jumlah Murid paling banyak dalam 1 (satu)
rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pengecualian ketentuan jalur penerimaan Murid baru bagi Satuan
Pendidikan sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang membidangi
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah untuk jalur penerimaan Murid baru pada SD dan SMP.

IV. DAYA TAMPUNG SETIAP JALUR PENERIMAAN MURID BARU

1.

Pemerintah Daerah menetapkan persentase jalur penerimaan

Murid baru untuk:

a. Jalur Domisili;

b. Jalur Afirmasi;

c. Jalur Prestasi; dan

d. Jalur Mutasi.

Persentase kuota untuk Jalur Domisili sebagaimana dimaksud

sebesar:

a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung
Satuan Pendidikan untuk SD; dan

b. paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari daya tampung
Satuan Pendidikan untuk SMP.

Persentase kuota untuk Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud

sebesar:

a. paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung
Satuan Pendidikan untuk SD; dan

b. paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung
Satuan Pendidikan untuk SMP.

Persentase kuota untuk Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud

sebesar paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari daya

tampung Satuan Pendidikan untuk SMP.

. Persentase kuota untuk Jalur Mutasi sebagaimana dimaksud

sebesar paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan

Pendidikan untuk SD dan SMP.
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V. EI}I\V:Q%UNE DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID

No Urai Waktu
VAR Pelaksanaan
1 | Penetapan wilayah Murid baru Februari 2026
2 | Penentuan Persentase Daya Tampung Setiap | Februari 2026
Jalur Penerimaan
3 | Penyusunan petunjuk teknis Februari 2026
4 | Pembentukan Panitia (SK) Februari 2026
s ; Pertengahan
5 | Sosial SPMB & |
e e April 2026 |
6 | Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid |4 s.d 9 Mei 2026 \
baru |
7 | Pelaksanaan Pendaftaran Murid Baru 2 s.d 27 Juni
2026
Pengumuman kelulusan Murid baru dan 30 Juni s.d 1
pendaftaran ulang Juli 2026
Pelaporan September 2026
: . September
1
0 | Evaluasi dan rekomendasi Oktober 2026

VI. MEKANISME PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU
1. Pembentukan Panitia Penerimaan Murid Baru
a. Panitia penerimaan Murid baru terdiri atas:

1) panitia penerimaan Murid baru tingkat Kota Gunungsitoli;
dan

2) panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan.

b. Panitia penerimaan Murid baru tingkat Kota Gunungsitoli
ditetapkan melalui keputusan Wali Kota.

c. Keanggotaan panitia penerimaan Murid baru tingkat Kota
Gunungsitoli paling sedikit terdiri atas unsur:

1) Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;

2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli;
3) Dinas Sosial Kota Gunungsitoli; dan

4) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Gunungsitoli.

d. Panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan
dibentuk oleh kepala Satuan Pendidikan.

e. Keanggotaan panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan
Pendidikan terdiri atas unsur pendidik dan tenaga
kependidikan.

f. Penetapan pembentukan panitia penerimaan Murid baru
dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengumuman
pendaftaran penerimaan Murid baru.

2. Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Murid Baru

a. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan
secara terbuka.

b. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan
oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui:

1) Satuan Pendidikan Negeri; dan
2) Satuan Pendidikan Swasta
c. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru paling
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